
LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor t 8 Tahun 1990 Serde ! D ; Nomor : &

AAA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 1990

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

3 DAN ;
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEBRAE

KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DABRAH TINGKAT II MAGELANG

Meninbang ; a. bahwa sejalan dengan adanya — pengen

bangan Organisasi yang baru dalan ja
jaran Departemen Dalam Negeri, maka

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Se

kretariat Wilayah / Dasrah Kabupaten

Tingkat II Magelang perlu ditinjau -

kembali ;

b, bahwa sehubungan dengan hal tersebut,

maka Peraturan Daerah Kabupaten Dae

Zah Tingkat II Magelang Nomor 1 Ta

hun 1979 tentang Susunan Organisasi-

don Tata Kerja Sekrotariat Wilayah /
Daerch Kabupaten Daorah Tingkat II

Magelang dan Sokretardat Dewan Porwa

kilan Rakyat Daerah Kabupaton Daorah

Ë Tingkat II Magelang perlu disusun -

【 Kembali Qengan Peraturan Daerah yang

baru sesual dongan perkembangan di -

maksud.

Mongingat .......
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Mongingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 -
tontang Pokok-pokok Pemerintahan di

Daerah ;

2, Undong-undang Nomor 13 Tahun1950 jo

Peraturan Pomerintah Nomor 32 Tahun

1950 tontang Pembentukan Daerah-Dae

rah Kabupaton dalom lingkungan Pro

pinsi Jawa Tengah ;

3, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979

tentang Pemerintahan D_esa 3

4. Keputusan Montori Dalam Negeri No
mor 130 Tahun 1978 tentang Pedoman

. Susunan Organisasi dan Tata Korja -

Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat

II/Sekretariat Kotamadya Daerah -

Tingket II dan Selcrotariat Dewan -

Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah -

Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1 /

139/4986 tentang Pedoman Uraian Tu

gas Sub Bagian Pada Sckrotariat Wi

1ayah/Daerah Tingkat II,sekreteriat

: Kotamadya Daerch Tingkat II dan Se

* kretariat Dewan Perwalkilan Rakyat -

Dacrah Tingkat II,

Mendengar : Pembicaraan-pombiéaraan- dalam sidang
Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Dae

rah Kabupaton Daorah Tingkat II — Mage

lang pada hori ini,

Dengan Porsotujuan Dowan Porwakilan -

Rakyat Daorah Kabupaten Daorah Tingkat

II Magelang。

HEMUTUSKAN

Menotapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING

KAT II MAGELANG TENTANG SUSUNAN ORGANI

SAST DAN 2.0
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; DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAE

RAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MA

\ GELANG DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKIL

AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TING

Kam. II MAGELANG.

2BMB I

KETENTUAN — UMUM

Pasal 1

Dalan Peraturan Daorah ini yang dimaksud dengan ;

a Bupati Kopala Dacrah adalah Bupati Kepala Daereh

Tingkat II Magelang.

b, Pimpinan Pemerintch Daerah „üuluh Pimpinan Peme

rintah Daerah Kabupotsn Daerah Tingkat II Mage

lang.

e Dewan Perwakilan Rakya.t Daerah adalah Dewen Per
wakilan Rakyat Daersh Kebupaten Daerah Tingkat

II Magelang.

à. Sekretarict Wilayah/Daerah adalah Sekretariat Ti
layah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkot II Mage

lang.

e Sekretariat Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wi

layah/Daerah Kabupaton Däéroh Tingkat IT Mage
lang,

f. s(}】:z冕{芗【Lz':【儡t Dowan Parwukilan Rnkyut Daereh ada
lah Sekretariat Dewan- Perwakilan ReKyat Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Magolang.

E, Sekrotaris Dowan Porwakilan Rakyat Daoroh adalah

Sokrotaris Dowan Porwakdlan Rakyat Daorah Kabupa

%on Daerah- Tingkat II Magolange

B, Pemcrintoh Daorah adalah Pemordntoh Kabupaton Da
“ grah Tingkat II Magolang.

“Daorah adalah Knbupatqn Daorah T:lns‘ at II Mago

p aa 8y BB I s000
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BAB II

SEKRETARIAT WILAYAH/DABRAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisa
si

Pasal 2

(1) Sekrotariat Wilayah/Daorah adaloh suatu _ unsur

staf yang langsung borada dibawah dan bertang

gung jawab kepada Bupati Kepala Dacrah dalam me

nyelenggarakan Pemorintahan di Daerah berdasar

kan azas dekonsentrasi, desentralisasi dan tu

gas penbantuan ;

(2) Sekrotariat Wilaych/Daezah dipimpin oleh seo -

rang Sekroteris Wilayah/Daerah.

Pasal 3

Tugas pokok Sekretaris Wilayah/Daerah adalah :

2. ‘Menyelenggorakan pembinaan administrasi,organise

si dan tata laksana terhadap seluruh unsur dalom

lingkungon Pemerintah Daerah, memberikan pelayan

an teknis dan administratif kepada Bupati Kepala

Daerch dan seluruh Perangkat Wilayah yang ber -

sangkutan ; : |

b, Membantu Bupati Kepala Dnera& dalam menyelengga- _
zakan Pemerintahan dan Pembangunan Daerch.

Pasal 4

Untuk menyelenggarckan tugas tersobut pada pasal 3

Pezaturan Daerch ini, Sekrotaris Wilayah/Daerah mom

punyai fungsi ;

aı Koordinasi dalam arti mongatur dan mombina kerja
sama, mengintegrasiken dan mensinkronisasikan so

luruh céministrasi, tormasuk mongkoordinasikan -

penyusunan poraturan porundang-undangan.

b, Pelayanan ....

-
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Polayanan dalam arti momborikan polayanan teknis

dan administratif bagi soluruh satuon organisasi
dalan lingkungan Penorintah Daerah dan soluruh
perangkat Wilayah yang borsangkutan.

Porencanaan dalam arti mempersiapkan rencana, me

nyusun program dan menilal polaksansan rencans

berdasarkan kebijaksanaan dan Poraturan Perun

dang - undangan yang berloku,

Pembinaan administrasi dalom arti membina urusan
tata usaha pengelola nn membina kepegawaisn, m

ngelola keuangan dan perbeknlan sorta mengadakan
hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat ;

Penbinaan organisasi dan tata laksana delan arti

melakukan penelitian dan pengembangan dalam rang

ka membina dan memelihara seluruh keleabzgcan
dan ketotalaksanaannya ;

Keemanan dan Ketertiban dalam arti meuelihara

den membina keamanan dan ketertiban kedalzn,

Pasal 5

Secera Hierarkhis Selretariat Wilayah/Daersh terdi
ri deri Bagian - bagian dan Sub Bagian.

Pasal 6

(1) Bagian - bagian sebagaimana dimaksud pasal 5

Peraturan Daerah ini adalah :

a Bagian Pemerintahan Unum ;

b, Bagian Pomerintahan Desa }*

© Bagian Hukum;

d. Bagion Hubungan Masyarakat ;

e Bagian Porokonomian ;

f, Bagian Pombangunan }

& Beglan Organisasi dan Tatalaksana ;

h, Bagian Kopogawalan ;

1, Bagian Kouanfan ;

ds Bagian Kosojahtoraan Rakyat }

k. Bagian Um u m.

(2) Masing 0000000000
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(2) Masing-masing Bagian dimaksud ayat ( 1 ) pasal
ini dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang

berada dibaweh dan bertanggung jaweb ˇ langsung

kepada Selretaris Wilayah/Daerah.

Bagian Kedua

Bagian Pemerintahan Umum

Pasal 7

Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tbgas melaksana
kan sebagian tugas Sekrotariat Wilayah/Daerah dalan
mengumpulkan dan menganalisa data, mempersiapkan pe

nyusunan progran dan petunjuk serta memonitor ... per

kembangan penyelenggarean pemerintahan umum.

Päsal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 7 Pera
turan Daerah ini Bagian Pemerintahan Umum mempunyai

fungsi : E

a. Mengolah bahan dalam rangka pembinaan penyeleng

garaan Penerintahan umum, kegietan koordinasi --
terhadap Instansi-vertikal oleh Kepala Wilayah

Kecamatan, serta menyusun rencana program-dan pe
tunjuk pembinaan prasarana fishik pemerintahan
dan masalah - masalah keagrariaan ;

b, Mengumpulkan dan menganalisa data serta memberi
kan saran pertimbangan dalam rangka pembinaan Pe
ngembangan Perkotean ;

c。 Mengumpulkan dan menganalisa data serta memberi

saran pertimbangan dalam rangkn pembinaan Perang
kat Wilayah/Dacrah ;

d. Mengumpulken dan menganalisa data kependudukan
serta membina administrasi kependudukan ;

e, Mengumpullkan dan menganalisa data sorta l】I(攫薹】萎j.{蠹】薯
dakan penyusunan 墅!`乙】〖{【`蠡丨′'I Qan 呈}【董t\薹njl真薹【-p薯`着\I】′】_1`一l

nlam rongke membina dan memelihara — ketontoraman
dan ketertiban.

£, Menyelenggarakan Tata Usaha Bagian.

..... ... Posal9 ........
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Pasal 9

(1) Bagian Pemerintahan Umum terdiri dard ;

a。Sub Baglan Tata Praje ;
b, Sub Bagian Pengembangan Porkotaan.

c Sub Bagian 鼬】皿蛋k岫 Wilayah/Dacrah.
d. Sub Bagian Administrasi Ponduduk,
e Sub Bagian Ketentoraman dan Kotortiban Wila

yah.

(2) Masing-masing Sub Baglan dimaksud _ayat (1) pa
sal ini dipimpin oleh seorong Kepala Sub Bagian
yang berada dibawah dan bertanggung jawab lang

sung kepada Kepala Baglian .Pemerintahan Unun。

Pasal 10

Sub Bagian Tata Praja mempunyai tugas :

a. Monerima, mensistimatisasikan, menganalisa dan

mengevaluasi laporan-laporen tentang Pemerintzh
an dari Kepala Wilayah Kecamatan serta mempersi

apkan den mepgoleh bahan - bahan mengenai penye

lenggaraan koordinasi instansi vertikal oleh Ke

pala Wilayah Kecamatan.

卫 。Henpersiapkan pembentukan, pengahpusan, perubahan
batas,perubahan nama Wilayeh/Daerah, Wilayah Pen
bantu Bupati dan Wilayah Kecamatan, serta “peain
dchan dan perubahan nema Ibukota Wilayah / Dae
Tah dan Wilayah Kecamatan ;

c. Henyusun, mempersiapkan, membantu — polaksanaan
penbinaan praserana fisik ; .

d. lempersi}xpkan petunjuk - potunjuk tentang penye
lenggaraan Pemerintahan di Wilayah-wilayah Keca

matan ;

e. lienyelenggarokan keglatan-kegiatan dalan rangka
Pemilihan Umum menurut poraturan perundang - per
undangan yang borlaku .

- £, Membantu pelcksanaon keglatan Wilayeh Daorah ==

yang berkaitan dengan bidang pertanahan.

Pasal 11 ..
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Pasal 11

Sub Bagian Pengombangan Porkotaan mompunyai tugas :

a。 Mengumpulkan, monsistimatisasikan, don mongolah
data pengembangan porkotaan, ;

b, Memelihara dan menyajilkan dokumentasi, informasi

pengembangan perkotaan ; 『

e Merumuskan petunjuk - petunjuk dan kebiajksanean
pelaksanaan pengembangan perkotaan ;

d. Menyelenggarakan i丨I兽g1`晕叠′1袁墨【】 ” Kegiatan untuk pe
ngembangan perkotaan ; 5

. lenyelenggarglcan korja sama antaz kota ;

2。 Menyelenggarakan pembinaan penanggulangan orbani

sasi dan peningkatan pelayanan masyarakat kota ;

&. Penbinaan Perundang - undangan Perkotaan.

y ‘Pasal 12 '

Sub Begian Perangkat Wilayah/Daerah mempunyai tugas

2 Menerima, mensistimatisasikan, menganalisa dan

mengevaluasi laporan dari pemerintah Kecamatan -

aalam hal yang berkaitan dengan aparatur/pereng
kat wilayah;

b, Mempersiapkan dan mengolah bahan - bahan — dalan
rangka pengangkatan dan pemberhentian Anggota

dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

c. Kempersiapkan dan mengolah bahan - bahan dalan

rangka pengolahan, pengusulan, pengangkatan, pem

berhentian Bupati Kepala Daerah, Sekretaris Wile

yeh/Dacrah, Pembantu Bupati,Sekretaris Dewan Por
wakilan Rekyat Daerah, 】(矗莓I蠹1晨 Wilayah Kecamatan,

Selretaris Wilayah Kecamatan,Polisl Pamong Praje

dan Kepala Urusan,

Pasal 13 .......
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Pasal 13

Sub Bagian Administrasi Penduduk mempunyal tugas :

a. Hempersiapkan dan mengolah bahan-bahan pendataan
Kependudukan termasuk data porkawinan, kelahiran
dan kematian ;

b llenyvlehggs‘rnkan pendaftaran ponduduk termasul
orang asing ;

0. Merencanakan segala keglatan untuk menperlancer
pelaksanaan transmigrasi lokal maupun nasional ;

d. Hemperlancar segala keglatan pelaksansan keluar
ga‘berencana ;

e. eaberikan pertimbangan yang berhubungan dengan

legalitas dan pemberian ijin yang menyangkut ke

tertiban umum ;

£. Hempersiapkan rencana penggunaan den pembinzan
polisi panong praja.

Pasal 14

Sub Bagian Ketentraman dan Ketertiban Wilaysh mempu
nysi tugas : -

2e Mengikuti, mengumpulkan, mensistimatisasikan dan

menganalisa laporan-laporan dan peristiva-peris

tiva yang menyangkut ketentereman dan ketertitan

umum, *

D。Menbantu penyusunan petunjuk-petunjuk pengamanan

pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perun

- dang-undangan lainnya serta mengadakan hubungan

dengan instansi lain dalam rangka intensifikasi-

penyidikan terhadap polanggaran. Peraturan Daerah

den Peraturen Perundeng-undangan lainnya ;

© Memberikan pertimbangan yang berhubungan dangan
“ legalitas den pemberian 划 tn yang menyangkut ke

; Yertiban umum ;

- ds Mempersiapkan tontang pongeunaan dan pembinaan

“ Polisi Pamong Praja.
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BAGIAN KETIGA

.Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan

Pasal 15

Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyal tugas
melaksanakan sebagian tugas Sokrotoriat Wilayah/Dae

rah aalom bidang Pemerintchan Desa/Kolurahan ialch
mengumpulkan dan menganalisa data, mempersiapkan pe

nyusunan program dan potunjuk serta memonitor per

Kembangon penyelenggaraan tata pomorintahan Desa/Ke

lurahan, Tata Pondapatan dan kokayaan Desa/Kelurch

an, Perangkat Desa/Kolurahan dan administrasi Desa/
Kelurahan, pengembangan Desa/Kelurahan dan Lembaga
Adat.

“ Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15

Peraturan Daerah ini Bagian Pomerintahan Desa/Kelu
rahan menpunyai fungsi :

2. Mengumpulkan dan menganalisa data-data, memberi
kan saran pertimbangan dan petunjuk dalam rangka

penbinaan mengenai cara-cara penyelenggaraan Pe
merintahan Desa/Kelurahan ;

b. Hengumpulkon dan menganalisa data serta memberi

kan saren pertimbangan dan petunjuk dalam rang

ka pembinaan pendapatan dan kekaycan Desa / Kelu

rghan ; s

c. Mongumpulian dan menganalisa data sorta menber:
kan saran portimbangan dan petunjuk dalam rangka

pembinann perangkat dan administrasi Pemerintah

an Desa/Kelurshan ;

d. Mengumpulkan dan menganalisa Qata serta monberi

kan saran portimbangan dan petunjuk dalam rangks
pembinaan pengembangen Dosa/Kolurshan serta. Pen

bdnaan Lembaga Adat ; 5

e. Menyelenggarakan Tata Usaha Bagian. :
Pasal 174004
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Pasal 17

(1) Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan terdiri daris

a Sub Dagian Tata Pemorintahan Dosa/Kelurahan;
b, Sub Bagian Pendapatan dan Kekgyaan Desa/Kelu

rahan ;

© Sub Bagian Perengkat dan Administrasi Desa /
Kelurahan ;

d. Sub Bagian Pengembangan De8a/Kelurahan & Lem
baga Adat.

(2) Masing - masing Sub Bagian dimakeud ayat (1) pa
sal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yang berada dibawah dan bertanggung jawab lang

sung pada Kepala Bagian Pemerintahan Desa/Kelu
rehan.

Pasal 18

Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan — mempu
nyai tugas :

& Hempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk pe
nyusunan ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petun

juk-serta pembinaan dibidang ketenteraman dan ke

tertiban ;

b. Hempersiapken dan mengolah bahan - bahan untuk

penyusunan ketentuan-ketentuan dan petunjuk ser

ta pembinaan dibidang pengawasan koordinasi dan

sosial Politik ;

© Mempersiapken dan mengolah bahan-bahan ' untuk pe

nyusunan ketentuan-ketentuan dan potunjuk-potun

juk serta pembinaan dibidang ponyelenggeraan Pe

rintahon Desa/Kolurahan ;

ds Melaksanaken tugas-tugas lain yang diborikan ===
oleh Kepala Bagian Pemorintahan Desa/Kelurahan.-

Pasal 19

Sub Bagian Pendapatan dan Kokayaan Desa / Kelurshan

m'm!mnyni a as Molakukan .....
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& Melakukan pembinaan dalem rangka penggalian, pe
ningkatan, pengamanan, penertiban dan menginven

tarisasikan sumber-sumber pendapatan Desa / Kelu

rahan atau penghasilan Desa/Kelurahan ;

b, Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan, pe

ngunuman, penertiban dan monginventerisasikan ke

kayaan Desa/Kelurahan ;

© Menyusun ketentuan~ketentuan dan petunjuk-petun
juk dalam rangka pembukuan, pengelolean dan pena

taan pendapatan/penghasilan Desa/Kelurahan mela
lui APPKD ;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan o
leh Kepala Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan。

Pasal 20

Sub Bagian Perangkat Desa/Kelurahan dan Administra
si Desa/kelurahan mempunyal tugas :

a. liempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk pe

nyusunan ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petun

juk tentang tata cara pemilihan, pengesahan, pe

ngangkatan, pemberhentian sementara “Qan pember

hentian Kepala Desa/Kolurahan ;

b. liempersiapkan dan mengolah “bahan~bahan untuk pe

nyusunan ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petun

juk tentang pengangkatan dan pemberhentian pe

rangkat Dosa/Kojurahan ;

© Mempersiapkan dan mongolah bahan-bahan untuk po

nyusunan Kkotontuan-kotontuan dan petunjuk-petun

juk tentang Pembinaan dan peningkatan kemampuan

Apazatuz Pemorintahan Dosa/Kelurahan ;

- d. Memporsiapkan dan mongolah bahan-bahan untuk po

nyusunan lotentuan-kotontuan dan potunjuk-pétun

juk tentang pelkksanaan kotata usahaan / adminis
trasi Pomorintahan Dosa/Kolurahan ;

e. Melaksanalkan tugas - tugas lain yang diborikan

olch Kopala Baglan ‘Pomorintahan Dosa/Kolurahan.
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Pasal 21

Sub Bagian Pongombangan Dosa/Kelurahan dan Lembaga
Adat mempunyai tugas :

& Momporsiapken dan mongolah bahan-bahan Untuk po

nyusunen ketentuan-ketontuan dan potunjuk=potun

Juk tentang pengembangan Dosa/Kolurahan tormasuk

pembentukan, pemecahan, pemekaran, penyatuan dan

penghapusan Desa/Kelurahan ;

b. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk pe

nyusunan ketontuan-kotontuan dan petunjuk-potun

juk tentang pembinaan dan pengembangan Lembaga

Adat ; ù

c Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk pe

. nyusunan ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petun

juk tentang tata cara penetapgn batas Wilayah De

sa/Kelurahan dan perubahan batas Wilayah Desa/Ke
lurchan serta pembinaan kerja sama antar Desa/Ke
lurahan ; .

Menzumpulkan data Desa/Kelurahan serta -engurus

‘a2salch - masaloh yeng borhubungan dence- P 2

bangan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat ;

e Melaksanakan tugas-tugas lain ' yang diberikan -
oleh Kepala Bagian Pemerintchan Desa/Kelurshan.

Bagian Keempat

Baglan Hulun

Pasal 22

Bagian hukum mempunyai tugas melaksanaken sebagian

tugas Sokretoriat Wilayoh/Daërah di bidang hukum da

, lam mengkoordinasikan perumusan Peraturan Perundang

undangan, menclaah hulkum, memborikan bantuan hukun,

likasikan dan mendokumontasikan produk hukum,

o

Pasal 23 .....
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Pasal 23

Untui menyelenggarakan tugas tersobut pasal 22 Pera

turan Daerel ini Dagian Hukun mompunyal fungei :

à Mengkoordinasikan perumusan Poraturan Daorah, Su

rat Keputusan Bupati Kopala Daorah sorta mengilu

ti dan mengolah porltombangan hulkum ;

b, iionelaah dan mengevaluasi polaksanaan Poraturan
Perundang-undangan di bidang Pomorintchan Dacreh

serta mempersiaplkan pengosahan, penangguhan atau

pembatalan Poraturan Dacreh/Keputusan Desa / Ke-
rahan ;

c。 licmberikan saran pertimbangan dah bantuan hukum

kepada semua unsur Pemerintoh Dacroh atas masa

lah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas ;

。 lenghimpun Peraturon l,【番薹`l′l】】(夏置】】′】氮」\1【】【矗【夏.【】g左1】I' melaku
kan publikesi produk hukum dan melakukan dokumer

tasi hukum ;

e. lielokukon pembinaan dan pengembangan Sistim Ja

ringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum ;

f. lenyelenggarakan Tata Usaha Bagian,

Pasal 24

(1) Bagien Hukun terdiri dari :

& Sub Bagien Peraturan Perundang-undangan dan

Penclaahan Hukum ;

b. Sub Bagion Dokumentasi Hukum;

c. Sub Bagian Bantuan Hukum,

(2) Masing-nasing Sub Baglan dimaksud ayat (1) pa

sal ini dipimpin oleh seorang Kopala Sub Bagian

yang bernda dibawah dan bertanggung jawab lang

sung kepada Kopala Dagian Hukum.

Pasal 25

Sub Bagian Poraturan Perundang-undangan dan Ponela

ahan Hukum mempunyni tuges t

À
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a. Mengkoordinasikan porumusan raneangan Peraturan

Dacrah dan Koputusan-koputusan Bupati Kepele Dae

roh ;

d. Menelash dan mongovaluasi pelaksanaan poraturan-

peraturan Daorah dan Keputuson Bupati Kopala Dae

Zoh;

c. Mempersiapkan pongesahan, penangguhan dan pemba

talan Peraturan-peraturan dan Koputusan-koputus

an Desa/Kelurahan ;

。 Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bagian Hukun。

Pasal 26

Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas ;

a。 Melakukan dokumentasi dan publikasi produk - pro

duk hultum ; Ú

b. Henerbitkan Lembaran Daerah ;

c. Hengatur penyebarluasan dolkumentasi hukum ;

&. Mempersiapkan bahan-bahan an pengembangan Sis

tin Jaringan Dolumentasi dan Informasi ( SJDI )

Hukum ; L

e. Melakukon tugas-tugas loin yang diberikan oleh

Kepala Bagian Hukun,

Pasal 27 .

Sub Bagian Bontuan Hukum mompunyai tugas :

à Yonerima, mengumpulkan dan mempelajari persoalan

persoalan hukum yang timbul dalam pelaksanaan tu

gas Pemerintah Daerah ;

b, femberikan bantuan hukum kepada unsur-unsur Pemo

rintoh Daorah yang timbul dalam polaksanaan tu

; gas masing-masing ;

“ & Memberikan porlindungan hukum yang berkaitan do

ngan songkota sowa-monyowa rumah ;
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à Melaksanakan tugas -tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bagian Hukum. -

Bagian Kelima

Bagian Hubungan Masyarakat

Pasal 28"

Bagian Hubungan Nasyarakat mompunyai tügas melaksana
kan tugas Sekretariat Wilayah/Daerah dalam ˇ bidang
pembinaan dan pengembangan Hubungan llasyarakat guna

memantapkan kebijaksanaan Pimpinan Pemerintah Daerah,

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 28 Pera-

turan Daerah ini Bagian Hubungan Masyarakat mempunya

1 fungsi :

&. Melalukan hubungan timbal balik antara Pemerinteh

Daerah dengan masyarakat umum dan organisasi Säsi
al Politik di Wilayahnya ;

b. Melaksanakan hubungan dengan satuan-satuan organi

sasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah untuk mem

berikan pengertian dan penerangan tentang kebijalk

sanaan dan kegiatan Pimpinan Pemerintah Daerah ;

c. Menilei pendapat, sikap dan kegiatan masyarckat
terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Dae

reh ;

â. kerencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk mem

peroleh pengertian, keyakinan dan partisipasi ma

syarakot terhadap lkkobijaksanaan dan kegiatan Peme

rintah Daerah ;

e. Monyelengearakan kogiatan penerangan dan ponbori
taan ;

£. Helaksanakan inventerisasi dan dokumentasi, foto

grafi, perokoman, ponerbitan dan mendistribusikan
bahan - bahan ponerbitan ;

8+ Merencanakan ....
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& Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Radio Si

aran: Pemerintah Daerah (RSPD) mengevaluasi dan

meneliti dampak siaran ; ,

h, Henyelenggarakan Tata Usaha Bagian.

Pasal 30

(1) Bagian Hubungan Masyarakat tordiri dari :

a. Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Infor
masi ;

b. Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan ;

c。Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi ;

d. Sub Bagian Pembinaan RSPD.

(2) Masing-masing Sub Bagian dimaksud ayat (1) Pa
sal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yang berada dibawah dan bertanggung jawab lang
sung kepada 蠹Kep81撬 Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 31 ”

Sub Bagian pengumpulan data dan penyaringan Informa

si mempunye.i tugas :

2. Helaksanakan sebagian‘tugas Sekretariat Wilayah/
Daerah dalam mengumpulkan, -menyaring dan mengana

lisa informasi, baik yang berasal dari “instanst

instensi vert:uml dinns-dinas daerah maupun ma
syarakat umum ; ..

b. Kelaporkan informasi— ntormaai yang dianggap per

lu sebagai” qmpan balik tarhndnp Pimpinan Daerah;

e, lelakukan tugas-tugus lain yang diberikan — oleh

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 32

Sub Bagian Pencrangan dan Ponorbitan menpunyai tu -

Cs :

。 uelaksanumn sebagian 钊胍曼 Sokrotariat Wilayah/
Daozah dalam menyolenggarakan keglatan .penerang

an, baik intern maupun okstorn ;

b Nonyol'enggnrnknn en
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b. Menyelenggarakan pemboritaan, baik molalui media

masa Pemerintah Dacrah maupun molalui pers ;

¢, Molayani masyarokat yang momorlukan informasi

dan mengadakan tanggapan atau ponjelasan pors ;

d. lielakukan tugas-tugas lain yong diberikan olch
Kopala Bagian Hubungan Hasyarakat.

Pasal 33

Sub Bagien Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tu

gas :

a. Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah/
Daerah dalam merencanakan dan menyelenggaralkan -

penerbitan dokumentasi , fotogbafi, rekaman, pe

nyajian data dan pameran ;

b. Hendistribusikan bahan-bahan penerbitan ;

c. Helakukan tugas-tugas lain yang diberikan — oleh

Kopala Bagian Hubungan Masyarakat ;

Pasel 34

Sub Iiagi:.m Pembinaan RSPD mempunyai tugas :

2. Helcksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah/
Doerah dalam meroncenalan den menyelenggaraken -

kegiatan RSPD ;

b. Mengevaluasi dan menoliti dempak siaran dalem u
scha pembinaan dan pengembongan RSPD ;

c. Molakukan tugos-tugas lain yang diborikan oleh

Kopala Bagian Hubungan Masyarakat.

Baglan Keonam

Bagian Porokonomian

Pasal 35

Bagian Perekonomian mempunyal tugas melaksanakan se

bagian tugas Sokrotariat Wiloyah/Daorah ini ai Bi

.. dang Perckonomian,

Pasal 36 ...........o..
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Pasal 36

Untuk rienyelenggarakan tuças tersobut pada pasal 35

Poraturan Daoralh ini Bagian Porokonomian Lmpunyai

fungsi :

a. Membina, mendorong dan mengembangkan porckonomi

an wasyarakat, prasarana perokonomian masyarakat,

Porusahaa Dacrah, Porbankan Daerah dan “Ienbaga

Perkreditan Daorah ;

b. Mengembongkan dan mongolola lalu lintas komoditi

. dan trayok-trayek transportasi sesuai dengan Per

:aturan Perundang-undangan yang berlaku ;

c. dlembina dan mengembangkan Pariwisota Daerah ;

d Mehyelengg:mnkn.n Tata Usaha Bagian。

Pasal 37

(1) Bagian Porekonomian tordiri dari :

a. Sub Bagion Pembinaan Perckonomian Rakyat ;

- b. Sub Bagian Pembinaan Prasarana Perekononian

” Rakyat ;

c. Sub Bagian Pembinaan Perusahaan Daerah dan

Perbankan Dacrah ;

d. Sub Bagian Pembinaan Pariwisata Daerah ;

(2) Masing-masing Sub Bagian dimaksud ayat (1) pa

v sal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

8 yang berada QibaWah dan bertanggung jawab lang

sung kepada Kepala Bagian Perekonomian。

Pasal 38

Sub Baginn Pembinaan Perekonomian Rakyat mempunyai

tugas :

Mondorong budidaya perkembangan perekonomian rak

3at ;

b, l}endoronc peningkatan pongolahan hasil perekono
. mian dan kegiatan perindustrian rakyat ;

c Mendorong ..
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c. Hendorong pembinaan tata niaga has:ll produksi

-rakyat ;

d. Henyelenggaralken perumusan naskah laporan dan p
nyediaan data.

Pasal 39

Sub Bagian pombinaan prasarana perekonomian rakyat

mempunyai tugas :

a. Mengatur truyoï—truyok transportasi ;

b. Mongusahakan kélancaran lalu lintas komuditi ;

c Membina panmgkatcm .sarana dan prusoruna pereke
nomian rakyat. -

Pasal 40

Sub Bagian Pombinaan perusahaan dnorah dan perban!
an Dacrah mempunyai tugas :

2. Mongumpulkan, mensistimatisasikan dan menganali

sa data dan laporan perusahaan daerah, perbankar

dacrah den lembagg perkreditan dacrah ;

. Heroncanakan dan momporsiapkan ketontuan-ketent:
an untuk pembinaan Perugahaan Daerah, Perbankar

Daerah dan- Lambngu Perlu—edita.n Daerah 3

c. Kengikuti Lesintm—kegiatan Perusahaan Daerch ,

Perbankan Daerch dan Lembaga Perkreditan Daerah.

Pasal 41

Sub Bagian Ponbinnnn Pariwisata Dacrah mempunyai t'

gas :

a. Mongumpulken, mensistimatisasikan dan menganali
sa data kepariwisatoan Daerah ;

b. Membina, mendorong dan mengembangkan Kopariwis®

taan Dacrah # F

c 雌盂g1k‖t1 鼬皇岫帕胪鼬腱鹧叩 Koporivisataan Dof
rah. 9 1

Bogian ........
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Bagian Ketujuh

Bagian Pembangunan

Pasal 42

Bagian Pembangunan mempunyai tugas molaksanakan se

bacian tuças Sokrotariat Wilayah/Dacrah di bidang
Pembangunan yong dibiayai dengan Anggaran Pendapat

an dan Belanja Daorah, Bantuan Pembangunan dan dana

dana Pembangunan lain dari daorah tingkat I Jaws Te

ngah dan Pemerintah Pusat.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 42

Peraturan Dacrah ini Bagian Pembangunan nenpunyai

fungsi :

m Lerguupulican, memelihara dan mengolah
serta menyajikan dokumentasi infornasi

b. lielakuken koordinasi penyusunan progran tahunan

pembangunan Daerah dalam lingkungan Sekretoriat

Wilayah/Dacrah dan satuan Organisasi lain yang

ditugaskan kepadanya ‘;

c. Mengadakan pengendalian administratif pelaksana

an pembangunen Daerah yang dibiayai dengan — Ang

garan Pendapatan dan;Belanja Daoreh, Bantuan Pen

bangunan Daerah dan dana-dana Pembangunan lain

dari Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pemerintah

Pusat ;

b. Meloksanakan evaluasi dan penyusunan pelaksanaan

pembangunan.

e Menyelonggaralan Tata Usaha Bagian.

Pasal 44

(1) Bagian Pombangunan tordiri dari :

a. Sub Bagian Penyusunan polaksanaan program ;
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b, Sub Bagian Pengendalian peleksanaan progrem;

c. Sub Bagian Evaluasi dan laporan.

(2) Masing-masing Sub Bagian dimaksud ayat (1) Pa

sal ini dipimpin oloh soorang Kepala Sub Bagian

yang borada dibawah dan bertanggung jawab lang

sung kepada Kopala Bagian Pembangunan.

Pasal 45

Sub Bagian Pelaksanaan Program mempunyai tugas :

Mongumpulkon, menganalisa, mengolah bahan-bahan un

tuk penyusunan progran pembangunan dacrah yang dia

jukan olch Bagien-bagion pada Sekretariat Wilayah/

Dacrah, Satuan Organisasi lain yang ditugaskan kepa

danya, yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, Bantuan Dacrah Tingkat I Jawa Te

ngah dan Bantuan Pemorintah Pusat dalam rangka Looz

dinasi penyusunan progmm—progrnm Pembangunan Dae =

Zah o

Pasal 46

Sub Bagian Pengendalinn Pelaksanaan Program mempu
nyai tugas :

2。 Henyiapkon pedoman dan memberikan petunjuk care

pelaksañaan pembangunan yang dibiayai dengan -

APBD, Bantuan Pembangunan dan dana-dana Pemba

ngunan lain dori Dacroh Tingkat I Jawa Yengeh -

den Pemorintah Pusat ;

b. Mengikuti perkembangan polaksanaan program Pemba

- ngunan yeng dibiayai dengan APBD, Bantuan Pemba

ngunan dan dana-dana Pembanguanan lain dari Dac

zah Tingkat I Jowo Tengoah dan Pemorintah Pusat

serta menyiapkan saran penyempurnaan.

. Pasal 47

Sub Bugin.n bvulunsi dan Iaporan mempunyai tugos 3

a. Hongumpulk:m den mongolah data polaksanaan — pro.

grom Pembangunan; .
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». Menyusun bahan pelaksanaan - progran Pembangunan
Daerah. ,

Bagian Kedelu.gnn

Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Pasal 48。

Bagian-Organisasi dnn Tatalaksana mempunyai tuges
mengumpulkan dan menganalisa data, mempersiapkan pe

nyusunan program dan potunjuk serta memonitor dan
dan mengevaluasi perkembangan di bidang kelembagaan

dan ketataloksanaan serta menyusun konsep mengenai

pembaluan sarana serta mengelola perpustakaan.

Pasal 49

Untuk menyolenggarakan tugas tersebut Bagian Organi

sasi dan Tatalaksana mempunyai fungsi :

2 Hengumpulkan dan menganalisa data serta mempersi

apkan konsep-konsep pengembangan' kelembagaen dan

petunjuk pembinaan terhadap satuan Organisasi di

Lingiungan Pemerintah Dacrah Instansi Vertikal ,

Departemen Dalam Negeri dan Perangkat Wilayah ad

ninistratif ;

b. Mengumpulkan dan mengolah data serta menpersiap

kan saran-saran pertimbangan dalam rangka penyu

sunan konsep-konsep dan petunjuk pembincan menge

nai tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja;

c. Mengumpulkan dan mengolah data sdrta mempersiap

kan konsop-konsep pengembangan dan petunjuk pem

binaan terhadap pembangunan sarana kerja — dalam

3 ...7{霹I蠹g】(奠 efisiensi ; 5

d. Mengolah Qan mengembanglkan perpustakaan ;

Menyclenggarakan Tata Usaha Bagian.

Pasal 50

(1) Bagian Organisasi dan atalaltsana tordiri dari:

Be SUD ..............
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» Sub Bagian Kelembagaan ;

b. Sub Bagian Ketatalaksanaan ;

c. Sub Bagian Perpustakaan ;

(2) Hasing-masing Sub Bagian dimaksud ayat (1) Pa

sal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yang berada dibawah dan bertanggung jawab lang
sung kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata

laksana.

Pasal 51

Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas :

Hengumpulkan, monsistimatisasikan dan mengolch data

dalam rangka perbaikan dan pengembangan Organisasi

dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Verti

kal Departemen Dalam Negeri dan Perangkat ˇ Wilayah
Administratif.

、 Pasal 52

Sub Bagian Kotatalaksanacn mempunyai tugas :

Mengunpulkan, mensistimatisesikan Qan mengolah data

aalam rangka perbaikan system, tatacara kerja ... dan

metode korja dalam lingkungan Pemerintah Daerah, In

stansi Vertikal Depaztomen Dalcm Negeri dan Perang

kat Wilaych Administratif.

Pasal 53

Sub Bagian Perpustakaan mempunyai tugas :

Menyusun rencana, mengadakan .dan momolihara buku-bu

ku porpustakoon dan alat-alat porpustakaan, serta me

ngatur dan mengurus peminjam buku-buku dan adminis

trasi perpustakaan.

Bagian Kosombilan

. Bagian Kepegawaian

Pasal 54

Bagian ...........
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Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan se

bagian tugas Sokrotariat Wilayah/Daerah dalam bi

dang Kepegawaian,

Pasal 55 $

Untuk menyelonggarakan tugas tersebut poda pasal 54

Peraturan Dasrah ini Bagian KepegaWcian mempunyai

tugas : .

a. liempersiapkan Peraturan Dacrch dalam bidang Kepe

gawaian ;

“b. Helaksanckan administrasi Kepegawaian ;

c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk me
ningkatkan kesejahtoraan pegawai ;

d. Kelakukan kegiaton pembinaan karier pegawai ;

e. Melakukan segala sesuatu yang menyangkut ledudu

kan hukum pogawai ;

f. Melaksanakan administrasi pensiun ;

@ Menyelenggarakan Tata Usaha Bagian.

Pasal 56

(1) Bagian 】(0】){】【;【,′v′喜二:】:′羞丨′I terdiri dari :

‘a. Sub Bagian Umum I(ei)egawaia.n t.

b. Sub Bagian Pengembangant Karier Pegawai ;

e Sub Bagian Mutasi Pegawai ;

d. Sub Bagian Pensiun. ;

(2) Mosing-masing Sub Bagian dimaksud ayat (1) pa

sal ini dipimpin oleh soorañg Kepala Sub Bagian

yang berada dibawah dan bertanggung jawab lang

sung kepade Kopale Bagian Kepegawaian,

Pasal 57

Sub Bagian Umum KepegaWaian mempunyai tugas :

ü Mengikuti .........
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a. Mengikuti porkembangan* Poraturan Perundeng - un
dangan dalom bidang Kepogawaian ;

b. Henyelenggarakan sogala sesuatu mengenal Kkedudu

kan hukum pogawai ;

c. Nerencanakan dan mengurus keptatan untuk mening

katkan Kosejahtoraan pegawail,menyclenggarakan ba

lai pengobatan dan porumahan ;

d. Menyelenggarakan perumusan naskah laporan dan me

nyediakan data.

Pasal 58

Sub Bagian Pengembangan Karier Pegawai mempunyai tu

ges :

a. Mengumpulkan dan mengolah data pegawai untuk me

rencanakan KepeEaWeian ;

b. Hempersiapkan segala kegintan yang | berhubungan

tengan pemberian pengharEaan dan tanda jasa ter

hadap pegawai ;

c. Merencanakan susunan KepegQWaian ( Formasi ) 3

d. &erencanakan pendidikan péèuwài dan ujian dinas.

Pasal 59

Sub Bagian lutasi Pegawal mempunyai tugas :

2. Helakukan penyelesaian cdninistrasi kepegawaian
mengenai pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaik

*an goji, pemindahan, ponborhentian, pomberhentian

sementara, cuti, tugas belajar, hukuman jabatan

dan lain-lain mengenai Pogawai Nogori Sipil Pu

sat dan Pogawai Negeri Sipil Daorah ;

b, !!Ànyuaun daftar urut kopongkatan Pogawai Pusat
den Dacrah setahun gokali ;

c. Kemolihara daftar Ponilaian polaksanaan Pokerja

an ( Conduite gtaat ) ;

d. Mernporsiapkan date kopogawaian Pusat dan Dacrah.

Pasal 60 .....
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Pasal 60

Sub Bagian Pensiun mempunyai tugas ;

。 Monyelesaikan administrasi pensiun ;

b. Morencanakan dan mempersiapkan surat keputusan

c

pensiun ;

Melaksanakan dan menyelesaikan pondaftaran istri

-istri/anaksanak sobagai yang berhak menerima
pensiun janda/duda.

Bagian Kosepuluh

Bagian Keuangan

Pasal 61

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagi

an tugas Sekretariat Wilayah/Daerah dalam bidang ke

uangan.

Pasal 62

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 61 Pera

turan Daerah ini Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

2.

be

c

à

©

f.

Hempersiapkan bahan dan penyusunan Anggaran Pen

aapatan dan Belanja Daerah ;

Mengelola administrasi keuangan daerah ;

Mengadakan penilaian pelaksanaan Anggaran Penèa

patan dan Belanja Daorah ;

Merunuskan petunjuk-petunjuk pelaksanaan Peratur

en Daerah dalam bidang keuangan daerah ;

Menyusun rencana Peraturan Daorah delam bidang

keuangan daerch ;

Turut serta moroncanakan dan memporsiapkan keten

tuan-kotentuan poningkatan pendapatan daorah ;

龋晦魍胍髓仰瞰阗 Tata Usaha Baginn。

Pasal 63 ...
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Pasal 63

(1) Bagian Keuangan terdiri dari :

a. Sub Bagian Anggaran ;

b. Sub Bagian Pembultuan ;

© Sub Bagian Perbendaharaan ;

d. Sub Bagian Pembinaan Sumber Pendapatan Daerah,

(2) llasing-masing Sub Bagian dimaksud ayat (1) Pa
sal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yeng berada dibawah dan bertanggung jawab lang

sung kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 64

Sub Baçian Anggaran mempunyai tuges :

a. Mempersiapkan renvana Anggaran Pendapatan dan Be

lanja Daerah dan petunjuk-petunjuk tentang Pelak

sanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

b. Menyiapkan surat keputusan Otorisasi.

Pasal 65

Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas :

a. Mengelola data pembulkuan mengenai penerimaan-pe

nerimaan dan pengeluaran-pengeluaran menurut tu

juannya ;

b. Memeriksa, menoliti dan monilai realisasi Anggar

an Pendopatan dan Belonja Daorah.

Pagal 66

Sub Bagian Perbendcharann mempunyal tugas :

p。 Menerbitken surat porintah penagihan ;

b, Henguji kebenaran penagihan dan monorbitkan SU

tutiparintt\h membayar uang atau koputusan otori

sasi ; =T

c. Monerima ..
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c. Menerima dan menganalisa, lnporanÂltaporun tentang s
penggunaan Anggoran Pontapatan dan Belanja Dae »

rah dan mempersiapkan Perhitungan Anggaran,

d. Memberilan portimbangan dan mongikuti polaksana

an penyelesaian masalah - masalah Perbondaharaan

dan ganti rugi.

Pasal 67

Sub Bagian Pembinaan Sumber Pendapatan Dacrah mempu

nyai tugas : 9 x

a. Merencanakan dan merumuskan peningkatan sumber -

sumber Pendapatan Duor_nh ;

b. Herumuskan petunjuk-petunjuk tentang Peningkatan

dan Pembinaan Pendapatan Daerah ;

c. Turut serta menyiapken petunjuk-petunjuk teknis

tentang Pelaksanaan Peningkatan Sumber Pendapat-

an Daerah ; ï

d. Secara hierarkhis membina unit organisasi yang
ada hubungannya dengan pemasuken Keuangen Daereh;

e. Turut merunuskan Pera{urnn Daerah tentang Pening

&atan Sumber Pendapatan Daerah ;

£, lenerima, mensistimatisasikan dan menganalisa la

poran-laporan tentang Pendapaten Daerah ;

&. Hengikuti kegiaten-kegiatan peningkatan Pendapat

an Dacrah.

Bagian Kesebelas

Bagion Kosejahteraan Rakyat

Pasal 68

glan Kosejahteraan Rakyat mempunyei tugas melaku
sebagian tugas Sokretariat Wllayah/Daerah dalam

ideng Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 69

Untulk 00000000
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Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 68

Peraturan Daerah ini DBaglan Kesejahteraan Rakyat

menpunyai fungsi :

a. Merumuskan rencana, mengerahkan dan mengkoordina

sikan kegiatan-kegiatan peningkatan Kesejahtera

an Rakyat ;

b. Mengatur perijinan usaha sosial eesuai — dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

c. Menyelenggarakan Tata Usaha Bagian.

Pasal 70

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

a. Sub Bagian Sosial ;

b. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;

c. Sub Bagian Kesejahteraan Hasyarakat ;

d. Sub Bagian Bencana Alam.

(2) Masing-masirig Sub Bagian dimaksud ayat (1) Pa
sal ini dipimpin oleh seorang -Kepala Sub Bagian

yang berada dibawah dan bertanggung jawab lang

sung kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 71

Sub Begian Sosial mempunyai tügas. :

a. Kengumpulkan, mensistimatisasikan dan menganali
se data yang berhubungan dengan penderita cacat,

tune karya, tuna wisma, tuna susila, panti asuh

an, korban boncana alam dan lain-lain ;

b, Mengatur pemberian ijin terhadap kegiatan-kegiat

an sosial yang berhubungan dengan pertunjukan —

pertunjukan, undian, pasar malan dan lain-lain ;

c. Herencanakan, mengatur dan mengkoordinasikan ban

tuan kepada badan-badan sosial dan korban benca

na*alan ;

d. Mongkoordinasikan .....

4
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d. Mengkoordinasikan masalah kotenaga kerjaan,pendi

dikan ketrampilan dan kesojahtoraan tenaga — ker

ja ;

e, Hengkoordinasikan perencanaan dan pembangunan pe

rumahan rakyat ;

£. Melaksanakan program poningkatan transmigrasi me

lalui usaha penyuluhan, pembinaan dan bantuan ke

pada para transmigrasi.

Pasal 72

Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan mempu

nyai tugas :

a. Mengumpulkan, mensistimatisasikan dan menganali

sa data dalam bidang Agama, Pendidikan dan Kebu

dayaan ;

b. Merencanakan pemberian bantuan terhadap kegiatan

masyarakat dibidang keagamaan ;

c. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan-kegiatan

untuk memupuk kepercayaan rakyat dalam bidang ke

agamaan dan kepercayaan masing-masing ;

à. Merencanakan kegiatan peningkatan kerukunan hi

dup beragama ;

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelayanan urus

an haji ;

£. Merencanakan pemberian bam;uan terhadap kegiatan
masyaraket dalam bidang Pendidikan dan kebudaya

an ; )

&. Merencanakan kegiatan-kegiatan untuk moningkat
kan keolahragaan, kepramukaan dan kopemudaan.

Pasal 73

Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas:

“ & Mengumpulkan, mensistimatisasilen dan menganali

“sa data dalam bidang kebersihan dan kesohatan ma

Sÿarakat ;
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b. Mengkoordinasikan kogiatan-kogiatan untuk mening

katkan keborsihan dan kesohatan masyarakat ;

or Morencanakan poningkatan saranà kosehatan dan
mengkoordinasikan pemberantasan ponyakit monuler,

pengawasan rumah sakit, porusahaan obat-obatan <

dan lain-lain ;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan dibidang Keluarga

Berencana peningkatan mutu gizi dan makanan rak

yat.

Pasal 74

Sub Bagian Bencana Alam mempunyai tugos :

a. Mengadakan observasi medan untuk membuat perkira

an-perkiraan daerah-daerah yang dapat ditimpa -

bencana alam, gunung berapi, banjir-banjir lahar

dingin, angin topan, kebakaran, tanah longsor ,

gempa bumi dan lain-lain ; 「

b. Heningkatkcn motivasi kepada penduduk yang teran
cam ; '

c. Menyusun rencana-rencana an usul-usul penanggu

langan fisik serta penyelamatan para korban ben

cana alan ;

d. Mengusahakan dana/bantuan bila diperlukan ;

e. Ceking pelaksanzen ;

£, Evaluasi don laporan ;

& Tugas-tugas lain yang berhubungan dengan bencana

alam,

Bagion Koduabolas

Bagian Unun

Pesal 75

Bnéiun Umum mompunyai Èucaa molaksanakan sebagian -
tugas Sekretariat Wilayah/Dacrah dalon bidang Umum
dan Pzotokol。

Pasal 76 ......

-
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Pasal 7台
Untuk monyelengCarakan tugas torsobut Pada pasal 75

Peraturan Daerah ini Bagian Unum mempunyai fungsi :

a. Holaksanakan urusan tata usaha dan pembinaan ke

arsipan Sekretariat Wilayah/Daerah ;

b. Melaksanakan urusan rumah tangga Sekretariat Wi

layah/Daorah ;

c Melaksanakan urusan dan keglatan keamanan perso

nil, materiil dan informasi ;

d. Nelaksanakan urusan protokol dan porjalanan di

nas ;

e. Menyelenggarakan Tata Usaha Bagian.

Pasal 77

(1) Bagian Unum terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Usaha ;

d. Sub Bagian Rumah Tangga ;

c Sub Bagian Pengomanan Sandi dan Telekomunika

si ;

d. Sub Bagian Protokol ;

e. Sub Bagian Pengadaan dan Perawatan Peralatan.

(2) Masing-masing Sub Dagian dimaksud ayat (1) pa
sal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yeng berada dibawah Qan bertanggung jawab lang

sung kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 78

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

— a. lenerima, mengotik, menggandakan, mengagondakan
- dan mengekspidisi dan mengitim surat-surat ;

b. llenyelenggarakan dan membina kearsipan.
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Pasal 79

8ub Bagian Rumah Tangga mempunyai tuEa8 :

B

b

c

à

E

Menyelenggarakan administrasi dan inventarisasi

barang-barang Sekretariat Wilayah/Dacrah ; .

ilengurus penyediaan, penyimpanan dan pengeluaran

barañg-barang untuk keperluan Pemerintah Daerah;

Mengurus keperluan rumah Bupat Kepala Daerah

dan rumah jabatan lainnya ;

Hengurus pengEunaan dan pemeliharaan — Kendaraan

dinas Sékretariat Wilayah/Daerah ;

lienyediakan tompat dan keperluan rapat dan perte

nuan dinas lainnya ; 。

Henyelenggarakan Pengamanan fisik Kantor Bupati

Kepala Daerah ;

Mengatur dan memelihara kebersihan ruang kantor
dan pekarangannya.

Pasal 80

Sub Bagian Pengamanan Sandi dan Telekomunikasi mem

punyai tugas :

û.

».

c

d.

Menyusun petunjuk-petunjuk tentang pengamanan in

formasi, personil dan materiil ;

liérencanakan Kkegiatan-kegiatan pengamanan infor
masi, personil dan materiil ;

Mengirim, menerima dan menyampaikan borita sandi

dan berita~berita lainnya ;

Membina,mengembangkan dan memelihara alat-alat
telekomunikasi ;

Mengatur jaringan komunikasi

Pasal 81

Sub Bagian Protokol mempunyai tugas *

& Monylapkan ..........
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n. Mony-apkan acara ponyelengenraan upacara-upacara

polr::t#kan, rapat-rapat dinas dan pertcmuan — di

nas lainnya ;

b. lieny..apkan penyelengroraan ponorimaan tamu nega

ra arn tamu Daerah &ingkat I, Daerah Tingkat II

lainiya, Pervakilan iognra sahabat ;

Nenyiapkan tanda kenang-kenangon yang diporlukan;

d. Neng:tur persiapan rapat, pertemuan resepsi, upa

cara yang memerlukan pelayanan yong bersifat pro

tokoler ;

© Melakukan administrasi mengenai segala sesuatu

- yang berhubungan dengen perjalanan dinas Dunati

Kepala Daerah dan pejebat-pejabat lain yang di

tunjuk oleh Bupati Kepala Daerah ;

f. Melakukan kerja sama Qengan instansi lain di b 王
‘dang keprotokolan ; '

Melakukan pelayanan dan pemeliharaan sound — sys

tem untuk keperluan dinas dilingkungan Selretari

at Wilayah/Daerah ;

h, Melaksanakan tugas lain° yang diberikan oleh Kepa
la Bagian Unun dibidang tugasnya.

@

= Pasal 82

sub Bégian Pengadaan dan Perawatan Peralatan mempu
nyai tugas :

a。 Mengikuti perkembangan dan pengumpulan informasi

harta serta menilai mutu porbekalan yang diperlu

“ kan Pemerintah Daerah ;

d..Menyelenggarakan tender;

© Menyelonggarakan pembelian alat-alat yang diper
_ ; lukan Pemorintah Daerah ;

à 翼.lI lenggarakan administrasi penerimaan dan Pe

ngeluaran alat-alat ;

e Mengatur ......

@ Dipindai dengan CamScanner



- 98 -

&. Hengatur menyiapkan dan menyelenggarakan pemeli

haraan dan pengamanan barang-barang dalam gudang;

Z. Mempersiapkan, menyusun dan merumuskan petunjuk-

potunjuk teknis pomoliharaan barang-barang serta

mengikuti perkembangan pelaksanaan ;

@ Memelihara perumahan dinas.

Bagian Kotigabelas

Tata Kerja

Pasal 83

(1) Dalan melaksanakan tugesnya Sekretariat Wilayah
/Daerah, para Kepala Bagian dan para Kepala Sub

Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi

Eon sinlkronisasi secara vertikal dan horisontal,

daik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun

tengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok

Ean fungsi masing-masing ;

(2) Setiap Pimpinan Satuan 0zganigae& dalam ling-

Eungan Sekretariat Wilayah/Daerah bertanggung

Jawab memimpin dan mengkoordinasiken bawahannya
masing-aasing dan memberikan bimbingan serta pe

tunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawshan

nya.

Pasal 84

(1) Setiap Pimpinan 8atuan Organisasi mongikuti dan

mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung ja

wab kepada atasan masing-masing dan monyanpai

kan laporen pada waktunya ;

(2) Setiap laporen yang ditorima oleh Pimpinan Satu

en Organisesi deri bawahan, dlolah dan dipergu-

nakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih -

lenjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk -

Kepada bawchan.

Pasal 85 ......

4
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Pasal 85

Para Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan pada

waktunya kepada Kepala Bagiannya masing-masing,kemu

dian Kopala Bagian menampung laporan tersebut dan

menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktu

nya kepada Sokrotaris Wilayah/Daerah,

Pasal 86

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan

laporan disampaikan pula kepada Satuan Organisasi -

lain yang secara fungsional mempunyai hubungpnl ker

da.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan

Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Orgenisasi-

bawahennya dalam rangka pemberian bimbingan kepada

bawahannya masing-masing pada wektu mengadakan T2

pat berkala.

Pasal 88

Kepala Sub Bagian Pengamanan Sandi dan Telekomunika

si dalam menjalankan tugasnya teknis operasional -
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekreta

zint Wilayah/Daerah, sedang teknis administratif -
berada dan bertanggung jawab kepada Bagian Umum,

BAB III

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DABRAH

BAGTAN PERTAMA

Kodudukan, Tugas Pokok

- Fungsi dan Susunan Organisasi

‘ Pasal 89

(1) Sekreteriat Dewan Porwakilan Rakyat Daorah ade

lah unsur staf yang membantu Pimpinon Dewan Per

wakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas

dan kewajibannya.
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(2) Selmetaris Dewan Porwakilan Rakyet Daerah dipim

pinoleh soorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rak

yat Daerah.

Pasal 90

Seicretaris Dewan Perwakilan Rakyät Daerah mempunyai

tugas melaksanakan segala usaha dan kegiaten dalan

menyelenggarakan sidang-sidang, pengurusan rumah -

tangga dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 91

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 90 Pere

turan Daerah ini, Sckretaris Dewan Perwakilan Rak

yat Daerah mempunyai fungsi :

2. Koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerja

sama, mengintegrasikan dan h}ensinln‘nnisasikan se
luruh penyelenggaraan tugas Sekretardat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah ;

be Perencanaan dalam arti mempersiapkan rem»eana, me

“ngolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan

kebijaksanaan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah ;

c. Pembinaan administrasi dalam arti membina urusan

tata usaha, mengolah dan' membina kepegawaian, me

ngolah keuangan, dan perbekalan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah ;

d. Menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risa

lah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan

Perwakilam Rakyat Daerah ;

e Menjaga keamanan dan ketertiban dalam arti meme

lihara dan membina keamanan serta ketertiban ke

dalam,

Pasal 92

(1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ter

diri dari ;

& Sub ..
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a Sub Bagian Umum ;

b. Sub Bagian Persidangan dan Risalah ;

w. Sub Bagian Keuangan.

(2) Masing-masing Sub Bagian dimaksud ayat (1) pa
sal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yang berada dibawah dan bertanggung Jjaweb lang

sung kepada Sekretaris Dewan Porwakilan Rakyat

Daerah.

Pasal 93

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

a. lempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah ;

b. Mempersiapkan rencana perjalanan Dinas Pimpinan
dan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dae

rah ;

» Mengurus rumah tangga, rumah jabatan dan gedung

gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

d. Mengurus kendaraan~kendafaan dinas dan barang-ba

rang lainnya dan menyelenggarakan keamanan pada

kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

e Melaksanakan pekerjaan surat menyurat yang di

perlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Pasal 94

Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas:

B 椭nye1sngg堕eran Pemibuatan xisalah rapat-rapat -
yang diadakan oleh Dewan PerWakilan Rakyat Dae

rah serta membagi-bagikan risalah tersebut kepa

da pihak-pihak yang bersangkutan ;

b. Mempersiapkan penerimaan tamu - tamu Dewan Perwa .

kilan Rakyat Daerah ;
“

c. Mempersiapkan ...
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c. Mempersiapkan rapat-- rapat yang diselenggarakan
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,baik soal Ad

ministrasi maupun tata teripat.

Pasal 95

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. Merencanakan anggaran pengeluaran Sekretariat De
wan Perwakilan Rekyat Daerah ;

b. Mengurus keuangan untuk keperluan Dewan Perwakil

an Rakyat Daerah ;

© Menyusun laporan keuangan Sekretariat Dewan Per

wakilan Rakyat Daerah.

BAGIAN KEDUA

Tata Kerja

Pasal 96

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan teknis adminis

trasi mengikuti petunjuk dan dibina oloh Sekretari

at Wilayah/Daerah.

Pasal 97

(1) Dalam melaksanakan tugasnya ' Sekretaris Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan para Kepala Sub Ba

gian menerapkan prinsip koordinasi ... intorasi
dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal,

baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun

dengan instansi lain sesuai tugas pokoknya ma -

sing - masing ;

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam ling -

kungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dae
rah bertanggung jaWab memimpin dan mengkoordina

sikan bawahannya masing-masing dan — memberikan
bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksa
naan tugas bawahannya.
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Pasal 98

(1) Setiap Pimpinan dalam Satuan Organisasi wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk - petunjuk dan

bertanggung jawab kepada atasan dan menyampai

kan laporan berkala pada waktunya ;

(2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Sa
tuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan

dipergunakan sebagal bahan penyusunan laporan

lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk - pe

tunjuk kepada bawahan.

BAB IV

LAIN - 玖 邛

Pasal 99

Jenjang “Jabatan dan kepangkatan serta Susunan kepe

gawaian diatur kemudian sesuai dengan 卫evaturan Per

undang - undangan yang berlaku.

Pasal 100

Bagan Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat

Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rak

yst Daerah tercantum dalam lampiran Peraturan Dae

rah ini

BAB V

PENUTUP

Pasal 101

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,maka Keputus

an Bupati Kepala Daerah Nomor UP,B.1/117/A/73 Tahun

1973 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1985 dinya

takan tidak berlaku lagi.

Pasal 102

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah

ini akan diatur kemudian.
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Pasal 103

Pezaturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di
unéangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan meng

undangkan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan

nya dalem Lembaran Daerah.

Kota Mungkid, 15 Agustus 1990

D, P. R. D. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I

KABUPATEN DATI II MAGELANG MAGELANG

KETUA

ttad tta

H RAHELAN MOHAMAD SOLIHIN

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal 24 Oktober 1990 ; Nomor : 188.3/336/1990

An, Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Jawa Tengah

Kepala Biro Hukum

tta

SARDJITO, SH.

NIP, 500 034 373.
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Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II liagelang

Nomor 8 Tahun 1990 ; tanggal 31 Oktober 1990

Serio : D ; Nomor : 8

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. TOEHAD 工

NIP. 500 031 722。
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DABRAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR 7 TAHUN 1990

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DAN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM,

bahwa Peraturan Daerah ini adalah merupakan

landasan kerja dari pada Sekretariat MWilayah/De

erah dan Selretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dae

rah Kabupaten Daerah Tingkat II Hagelang.

Sebagaimana diketahui bahwa Susunan Organi

sasi Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sokrotariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Magelang semula diatur dengan Peratur

an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II l'agelang

Nomor 1 Tahun 1979 yang telah diubah beberapa ka

11 yeitu dengan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Magelang Nomor 7 Tahun 1982 tentang Perubahan

pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daereh -

Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1979 ten -

tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekre

tariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah 。 Ting

kat II Hagelmng dan Sekretariat Devan Perwa

kilan Rakyat Daerah Kabupaton Daorah Tingkat
- II Magelang.

2, Peraturan ...........
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2. Peraturan Daerah Kabupaton Daorah Tingkat II Ma

gelang Nomor 2 Tahun 1985 tentan Perubahan ke

kua Peraturan Daerah Nomor 1 Tehun 1979 ten

tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretari

at Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ma

gelang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II lagelang.

bahwa Penyusunan peraturan-peraturan Daerah

3ersebut adalah didasarkan pada petunjuk - potun

Euk yeng ada ialah Keputusan Menteri Dalam iege

ri Nomor 130 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Da
erah Tingkat II, Sekretariat Kotamadia Daerah -

2ingkat II Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Deerah Tingkat II serta Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 3 Tahun 1983 tentang Bentuk Peratur

an Daerah Perubahan. 1 '

Selanjutnya dengan semakin berkembangnya pe

1aksanaan tugas dari Sub Bagian Ortala dan Sub

Bagian Pemerintahan Desa maka dengan mendasarkan

diri pada petunjuk dari Menteri Dalam Negeri yai
tu :

1. Surat Henteri Dalam Negeri tanggal 7 Desember

1987 Nomor : 061,1/12140/SJ tentang Peningkat

an Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana men

jadi Bagian.

2. Surat lienteri Dalam Negeri tanggal 14 Desem

ber 1987 Nomor : 061.1/1219/Litbang tentang

Peraturan Organisasi Radio Siaran Pemerintah

Daerah ( RSPD ).

3. Surat Menteri Dalam Negerl tanggal 18 Oktober

1988 Nomor ; 061,1/3359/DJ tentang Pembentuk
an Begian Pemerintahan Desa pada Kabupaten/Ko

tamadia “Daerah Tingkat II, maka mengenal Su

sunan Organisasi dan Tate Kerja Sokrotariat

Wilayah/Daerah dan Sekretari®® Dewan Perwakil

an Rakyat ..
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Rekyat Daerah KabupätéñDaerah Tingkat II Ma

gelang diadakan penyempurnaan -penyempurnaan

berdasarkan pat\injuk-petunjuk tersebut.

Sehingga dengan demikian make dengan di

tetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peratur

an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Nomor 1 Tahun 1979 tentang Susunan — Organisasi

Qan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Dacreh Kabu

庸^en Daoroh Tingkat II ifagelang Gan Sckretori-

at Devan Porwakilan Rakyab.Daersh Kebupaten Dae

ral Tingkat II Magelang beserta peraturan-pera

turan Daerah perubahannya dinyatakan tidak ber

laku lagi.

IL. PEN-TELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal | : Cukup jelas.

Pasal 2 : - Sekretariat Wilayah / Daerah merupa

kan satu badan staf yang membantu

Kepala Daerah dalam merumuskan kebi

jaksanaan-kebijaksanaan Daerah menu

rut bidang tugas masing-masing sesu

al dengan azas dekonsentrasi, desen

tralisasi dan tugas pembantuan.

= Azas Dekonsentrasi ialah Pelimpahan

wewenang dari Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Tingkat atasnya, atau ke

pala Wilayah atau Kepala Instansi -

vertikal ditingkat atasnya kepada pe

jabat-pejabat di Daerah.

- Azas Desontralisasi ialah Penyerahan

urusan Pemerintahan dari Pemerintah

Pusat ‘atau Daerah Tingkat atasnya ke

pada Daerah untuk menjadi urusan ru

mah tangganya sendiri. "

- Tugas Pembantuan ialah Tugas turut -

serta .......
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serta Qalam melaksanakan wrusan peme

zintahan “yang ditugaskan kepada Peme

rintah Daerah oleh Pemerintah Pusat

atau Pemerintah Daerah Tingkat atasnya

dengan kewajiban memportanggung jawab

kan kepada ‘yang menugaskan.

Pasal 3 : Sekrotariat Daerah adalah juga Sekretari

at Wilayah. Oleh karene itu maka Sokreta

ris Wilayah karena fungsinya juga Sekre

taris Daerah. e

Pasal 4 : - Funesi Koordinasi disini meliputi semu
a aspek penyelenggaraan pemerintahan

baik yang Ddersifat' horisontal maupun

vertikal.

Terutama dalam penyusunan produk - pro

duk perundang - undangan Peraturan Dae

rah adalah dalam upaya agar tidak tim

bul hal-hal yang tidak selaras dengan

aturan dasarnya.

- Pungsi Sekretariat Wilayah/Daerzh ada

lah komplek karena pada hakekatnya Se

kretaris Wilayah/Daerah adalah merupa

kan orang kedua sesudah Bupati Kepala

Daerah.

Didalam melaksanakan tugas-tugas Pemerin

tehan, Sekretariat Wilayah/Dacrah dibagi

~bagi dalam beberapa Bagian yang melaksa

nakan tugas sesuai dongan bidang masing-

masing.

Pasel 6 ; Cukup jolas.

Pasal 7 ; Pomerintaharï Umum adalah Ponyolonggaraan
tugas-tugas pomerintahan yong bersifat

umum dan moliputi semua tugas-tugas pome

rintahan yang berkaltan dengan otonomi

daorah.

Pasal 5

Pasal 8 Cukup jelas.
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Pasal 9 : Cuku jelas.

Pasal 10 : Cuku jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Teknis administratif Sub Bagian ini meng
olah bahan « bahan dalam rangka pencalon

an,pengangkatan dan pemborhentian Bupati

Kepala Daerah,Sokretaris Wilayah/Daerah,
Pembantu Bupati, Sekretaris DPRD, Cemat,

Sekwilcam dan MPPP,

Sedangkan untuk aparat yang lain adalsh

menjadi kewenangan dari Bagian Kepegawai

an.

Pengertian Penduduk disini adalah terma

suk warga negara asing disamping juga

yang berstatus WNI keturunan asi-z.

Sedangkan penyusunan bentul !" perka

winan maupun Akta pengenal yang lain di

samping mendasarkan diri pada Ketentuan

peraturan yang berlaku juge perlu adanya

koordinasi dengan instansi-instarsi yang

berwenang sendiri.

Pasal 13

Pasal 14 : Sub Bagian ini merupakan tenaga staf, se

dangkan untuk pelaksanaan tugasnya dila

pangan dengan borkoordinasi dengan in

stensi lain yang berwenang.

Pasal 15 ; Bagion ini dalam menjalankan tugasaya ju

ge harus berpedoman pada Undang - undang

Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan

Desa.

Pasal 16 ; Cukup jelas.

Pasal 17 ; Cukup jelas,

Pasal 18 ; Cukup jelas.

Pagal 19 ........
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Pasal 19 : Sub Bagian ini harus dapat mensistimati
sasikan sektor-soktor yang dapat dijadi

kan sumber pendapetan dan kekayaan Desa

serta memberikan konsep «konsep tindak

lanjut sebagai upaya pelaksanaannya.

Pasal 20 : Cukup jelas.

. Pasal 21 : Pengertian Lembaga Adat adalah suatu lem

baga yang bersifat tradisional yang ber

keitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Pe

merintahan.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Dalam menyusun produk hukum daerah maka

penyusunannya depat dilakukan oleh mz

sing-masing unit kerja, dimana setelah -

diteliti, dikaji, disempurnakan dan dise

tujui oleh Bagian ini baru diproses 1s

bih lanjut sesuai prosedur yang berlaku.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 3-Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 ; Cukup jelas.

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jolas.

Pasal 32 ; Cukup jelas.

Pasal 33 ; Culup jolas.

Pasal 34 # Cukup jolas.

Pasal 35 : Cukup Jelasg.

Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasel 37 ; Cukup jelas.
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Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 39 : Cukup jelas.

Pasal 40 : Cukup jelas.

Pasal 41 : Pada Sub “Bagtan ini Kepala Sub Bagian
Pembinaan RSPD sekaligus menjadi Pimpin
an RSPD, dan para petugas RSPD adalah
staf pada Sub Bagian Pembinaan RSPD.

Pasal 42 : Cukup jelas.

Pasal 43 : Cukup jelas.

Pasal 44 : Cukup jelas.

Pasal 45 : Cukup jelas.

Pasal 46 : Cukup jelas.

Pasal 47 : Cukup jelds.

Pasal 48 : Cukup jelas.

Pasal 49 : Cukup jelas.

Pasal 50 : Cukup jelas.

Pasal 51 : Cukup jelas.

Pasal 52 : Cukup jelas.

Pasal 53 : Cukup jelas.

Pasal 54 : Cukup jelas.

Pasal 55 : Cukup jelas.

Pasal 56 ; Cukup jelas.

Pasal 57 ; Cukup jelas.

Pasal 58 : Cukup jelas.

Pasal 59 ; Cukup jelas.

Pasel 60 ; Cukup jelas.

Pasal 61 ; Sub Bagian ini adalah merupakan Sub Bagi

an yong monitik beratkan polaksanaan tu

gasnya terhadap 阡‖麟n窿复u1矗ng矗n bah -
bencana Gunung Berapl, Namun dom

hal .........

国 Dipindai dengan CamScanner



Pasal 62 ı

Pasal 63 :

Pasal 64 :

Pasal 65 :

Pasal 66 :

Pasal 67 :

Pasal 68 :

Pasal 69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal 72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal 75

Pasal 76

Pasel 77

Pasal 78

Pasel 79

Pasal 80

Pasal 81

Pasal 82 :

-116 -

hal ini tidak berarti akibat boncana

alam yang lain tidak ditangani,tetapi se
mua itu tetap menjadi tugas dari Sub Ba

gian ini,

Cukup jelas. |

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

: Cukup jeles.

Bagian Organisasi dan Tatalaksana ada

lah Bagian yang harus berorientasi untuk

zepentingan seluruh jajaran Organisasi

Pemerintah Daerah khususnya bagi urusan-
urusan yang sudah diserahkan menjadi ke

Wencngan Daerah.

Bagian Ortala ini dalam melaksanakan tu

gasnya _ juge harus menerapken fungsi ko

ordinasi baik dengan bagian - bagian mau

pun unit - unit lain.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jolas.

Cukup jelas.

Culup jelas.

4
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Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasel

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Posal

417

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

“

“

“

Culcup

Cukup

Cukyp

Cukup

Culcup

Culeup

Cukup

Cukup

Cukup

jelas.

jelas.

jelas. “

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

: Cukup jelas.

Cukup jelaë.

Cukup

Cukup

Culcup

Culeup

Culcup

Culcup

Cukup

Oulcup

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

Jelas.
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